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PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 53 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimbang  : a. bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahunan sebagai pedoman 

dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan landasan kebijakan operasional 

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas 

Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Banyumas No. 34 Tahun 2016 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2017;  

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam 

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan berupa saldo 

anggaran lebih tahun anggaran; penggeseran pagu 

kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, 

penambahan kegiatan baru, penambahan atau 

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 

penambahan rencana pendapatan dalam perubahan  

dan kebutuhan akan adanya kegiatan tambahan 

SKPD yang mendasari amanat Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian 

SALINAN 
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terkait, dan Bupati/Wakil Bupati serta perubahan 

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta adanya 

kegiatan lanjutan Tahun 2016, maka perlu untuk 

disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan 

huruf c,  maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2017; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);   

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 28); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
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2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 65); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2009 Nomor 4 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 

Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2013 Nomor 17 Seri E ); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 

Seri D); 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2017. 

Pasal 1 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan 

bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas 

dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2017. 

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 2 

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, Pemerintah 

Kabupaten Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Banyumas menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan 

pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Tahun Anggaran 2017. 
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Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas 

   Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 13 Juni 2017 April 

BUPATI BANYUMAS, 

ttd 

ACHMAD HUSEIN 

 

 

Diundangkan di Purwokerto 

pada tanggal 13 Juni 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

 

               ttd 

 

WAHYU BUDI SAPTONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 53 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT 

DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

 

FATCHURROCHMAN, S.H. 

Pembina Tk. 1 

NIP 196403221993091001 

 

 

 


